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Konglomerat Medan, Mujianto Divonis bebas di PK Kasasi MA.



DELISERDANG – Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Deliserdang
kembali menjadi sorotan. Dugaan praktik bisnis kotor menyebutkan terkait
permohonan pembukaan blok atas nama Mujianto dan PT Agung Cemara Realty.

Berdasarkan surat resmi dari Kejari Medan nomor B-3127/L.2.10/Fu.1/09/2024
tertanggal 13 September 2024, pembukaan blokir aset tersebut seharusnya
dilakukan. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1102 PK/Pid.Sus/2024 yang
dikeluarkan Mahkamah Agung menyatakan Mujianto tidak terbukti bersalah,
sehingga aset miliknya harus dikembalikan. Namun, proses di lapangan justru
tersendat dengan dugaan pungutan liar (Pungli) sebesar puluhan juta per
sertifikat.

“Jaksa sudah diperintahkan untuk membuka blokirnya. Tapi pihak pendaftaran
hak BPN Deliserdang tidak melakukannya. Mereka malah meminta jutaan per
sertifikat,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya, Selasa
(24/12/2024).

Sikap ini menuai tanda tanya besar. Mengapa BPN Deliserdang justru
menegakkan proses hukum yang seharusnya berjalan sesuai aturan? Kepala
BPN Deliserdang Rahim Lubis dan PLT Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera
Utara belum memberikan tanggapan, meski konfirmasi telah berulang kali diminta
oleh media awak.

Praktik Pungli yang Terstruktur?
Kasus ini memicu dugaan adanya praktik pungli di tubuh BPN. Jika benar terjadi,
hal ini mencoreng kredibilitas lembaga negara yang seharusnya menjadi garda
depan dalam pelayanan publik.

Pihak yang berwenang diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk
menyelidiki dugaan ini. Masyarakat pun berharap keadilan benar-benar
ditegakkan tanpa memandang kepentingan tertentu.

Apakah ini tanda lemahnya pengawasan atau memang ada kesengajaan? Kasus
ini akan menjadi ujian besar bagi integritas BPN Deliserdang dan para
pejabatnya. Kita tunggu langkah tegas dari pihak yang berwenang. (Alam)


